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Abttracl
A territotl is a essential elefient a d nost important for a country. TerritoD)
become important for the caLtntry) Nith respect.fbr stdte sovereignty within the
li/?its o/ the jurisdiction al the stale that can be inplenented. Archipelagic State is
o e rype ofstate ba.ted on lertitorial cowrage. Inda esia as a large Archipelagi.
State should be able to ntuhtain the integrity ofits territory. There dre about I7,506
islands ov,ned by Indanesid, the number o/ ouler islands there is a dit'ect barder
tNith eighboritlg ltldonesia. The conditioll become urgent in an itltegrated
management oJ the outer islands, )rith the dim to denla strate the integriry aJ the
Unitary oJ Republic of Indonesiu. Tlis is dLte to tlle importance ofthe isldtlds, it1
generul therc ere three poinls al view ie as a.function of defbnse ond secLlril),
economic, und eca logical ful1c tio t1s.
Kq,v,ord.'Ibrritory, Country, Island
I. PENDAHULUAN Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan
pcmbelajaran penting yakni dalarr hal
Indonesia adalah negam kepulauan pentingnya pemanfaatan atas setiap
dengan wilayah yang luas, bahkan 2/3 rvilayah pu1au.
Indonesia berupa peraiBn. Indonesi asebagai
negara kepulauan yang memiliki sekitar berbatasan dengan Malaysia, kasus tcrsebut
t 17.506 pulau yang beberapa diantaranya menyebabkan pulau tcrsebut lepas setelah
merupakan pulau-pulau yang berbatasan Mahkamah Intemasioral nenilai selama
dengan egara tetangga atau dapatdisebut ini negara Malaysia telah mengelola
dengan pulau perbatasan atau pulau kedua pulau itu. Mahkamah Intemasional
terluar. Pulau terluar yang berbatasan memutus perkara Sipadan-Ligitan
langsungdengannegara-negaratetangga, berdasar*anpendudukanefektif(okupasi).
sepefii India, Thailand, Malaysia, Singapura, Da),am Eastern Greenland Case,
Vietnam, Filipina, Palau, ALrstralia, Timor Perndnent Court of Internationdl Justice
Kedria pulau nrilik Indoncsia tersebut
Leste, dan Papua Nugini. menetapkar1 bahwa agar okupasl
Indo[esia menpunyai perbatasan darat berja]an secara ef'ektif, mensyaratkan dua
dengan tiga negaratetangga, y itu Malaysia, unsur di pihak negara yang melakukan
Papua Nugini dan Timor Leste. Khususnya okupast . pertama, suatu kehendak atau
batas perairan kondisi tersebut sangat keinginan untuk bertindak sebagai
potensial menimbulkan suatu konflik dan yang berdaulat, fedr.r melaksanakan
beberapa kali tclah mcnimbulkan konflik atau menunjukkan kcdaulatan secara
antar dua negara atau icbih. Kasus lcpasnya pantas.
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Ketiga, masalah sosial ekonomr,
letak pulau yangjautr dari pusat pemerintahan
akan menyebabkan keadaan sosial ekonomi
tidak terurus misalnya saja masalah nata
uang, kadang kala terjadi mata uang
yang digunakar pada pulau terluar merupalaa
mata uang negara tetangga dan bukan
mata uang rupiah. Masalah yang keempat
yaitu letak pulau yang jauh sehingga
pemeliharaan terhadap ulau-pulau tercebut
sangat kurang. Permasalahan-permasalahan
tersebut perlu segera ditanggulangi secara
terencana meliputi inventarisasi, pengelolaan
dan pengembangan pulau-pulau, utamanya
pulau terluar yang merupakan daerah
perbatasan dengan egaratetangga.
Konsep negara kepulauan yang
dimiliki Indonesia, sebetulnya memiliki
kekuatan secara faktual dan )uridis dimata
dunia. Hal ini dilegaskan melalur Konvensi
Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 yang
mengakui adanya status negara kepulauan
dalam hukum laut. Konvensi tersebut
secarajelas mengaturkewenangan sebuah
negara pantai terhadap wilayah laut (laut
teritorial, zona tambahan. zona ekonomi
eksk lus i f ,  dan landas  kont inen) .  Se la in
itu, konvensi ini juga mengatur tata cara
penarikan garis batas maritim jika terjadi
tumpang tindih klaim antara dLla atau lebih
negara bertetangga, baik yang berdampingan
maupun yang berhadapan. Indonoia sebagai
negara yang terdiri atas dbuan pulau, penoalan
pengawasan daerah perbatasan bukan hal
mudah. Kasus hilangnyaPulau Sipadan dan
Ligitan yangjatuh ke tangan Malaysiapada
2002 berdasarkan Putusan Mahkamah
IntemasionalTeitangKasus P lau Sipadan -
Ligitan, serta beberapa kasus lainnya
seharusnya tidak dilihat sebagai persoalan
kedaulatan teritorial, keamanan, atausentimen
nasionalisme s mata. Selain itu, aspek yang
perlu menjadi pertimbangan utama adalah
hilangnya potensi ekonomi. Untuk itu,
persoalan i i bukan hanya menjaditanggung
jawab pemerintah pusat saja, mclainkanjuga
menjadi tanggungjawab pemerintah dacrah.
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Pemerintah dinilai kurang mem-
perhatikan pulau-pulau lerluar di Indonesia
ser ta  masyarakat  yang t ingga l  d i
dalamnya. Akibatnya, masyarakat setempat
lebih banyak berinteraksi dengan warga
di negara yang terdekat dengan pulau.
Hal itu akan mengancam klaim negara
lain terhadap pulau-pulau terluar Pulau-
pulau terluar memiliki potensi kerawanan,
baik di bidang ekonomi, keamanan, dan
geopolitik.
Keberadaan pulau-pulau terluar
wilayah Indonesi4 mem[ut Peraturan Presiden
Republik IndonesiaNomor 78 Tahun 2005
ada 92 pulau. Pulau-pulau tersebut perlu
diperhatikan dan dimonitoring secara
ketat. Hal itu menjadi penting, berbagai
potensi yang dimiliki 92 pulau-pulau terluar
itu, seperti kekayaan dan keindahan alam-
nya,  menar ik  se jumlah p ihak  un tuk
menguasainya.
Terdapatnya 92 pulau yang berada
pada lingkaran terluar gugusan kepulauan
nusantara. Dari jumlah tersebut, jumlah
terbesar terdapat di daerah yangberbatasan
dengan Australia, yaitu 23 pulau dan dengan
Filipina 22 pulau. Jika dilihat berdasarkan
provinsinya, Provinsi Kepulauan Riau
memiliki.jumlah terbanyak, yaitu 20 pulau,
diikuti Maluku yang berjumlah 18 pulau
dan Sulawesi Utara 11 pulau.
Untuk itu Indonesia perlu melakukan
suatu  t indakan nyata  un tuk
n1engimplementasikan konsep negara
kepulauan, yaitu pengelolaan terhadap
pulau-pulau kecil terluar yang menurut
Konvensi Hukum Laut adalah tit ik-tit ik
tc r luar  yang ber fungs i  sebaga l  ga f ls
pangkal lun-rs kepulauan- Pengelolaan suatu
pulau-pulau kecil terluar akan berakibat pada
penghitungan lebar Laut Teritorial, Zona
Ekononri Ekslusif, Zona Tambahan dan
Landas Kontinen. Berda"arkan uraian
diatas, adapun yang menjadi permasalahan
dalam tulisan ini adalah : "Bagaimanakah
Pcrlindungan Pulau-Pulau Terluar Dalam
Kaitan Integritas Tedtorial Indonesia ?".
2 Juli 20ll
II. PEMBAHASAN
Pengertian Negara Kepulauan
Pada bagian awal tulisan ini akan
d ikemukakan te r leb ih  dahu lu  rncngena i
pengertian pulau dan keterkaitannya dengan
konsep negara kepulauan. Di dalam pasal I
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996
Tentang Perairan Indonesia, ditegaskan
pengertian pulau adalah : "Daerrh daraun
yang terbentuk secara alar ah dikelilirrgr
oieh airdan yang berada di atas permukaan
air pada waktu airpasang".
Selanjutnya n,)engenai peDgertian
Negara Kepulauan dan Kepulauan juga
ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1996 : "Negara Kepulauan adalah
Negara yalg seiuruhnya terdiri dari saru
atau lebih kepulauan dan dapat mencakup
pulau-pulau lain. Sedangkan Kepulauan
adalah suatu gugusan pu1au, termasuk
bagian pulau, dan perairan di antara pulau-
pulautersebut, dan lain-lain u,ujrLd alamiah
yanghubungannya s tu sama lain denrikian
erat[ya sehingga pulau-pulau, perairar,
dan wujud alamiah lainnya itu merupakan
satu kesatuan geografi, gkonomi, pertahanan
keamanan, dan polit ik yang hakiki, atau
yang \ecdr r  h i i lo r i s  d i l1nggt l \  . cbagar
denrikidr".
Adapun yang d imaksud dengan
Perairan Indonesia dalah laut tcritorial
Indonesia beserta pgrairan kcpulauan
dan pera i ran  peda la l tann)  a .  lndone5ra
sebaga i  nega.a  kepu lauan yang te r -
bentang dari Sabang hingga Merauke. Batas
wi layah laL : t  Indor1cs ia  pada a tva l
kemerdekaarr hanya selebar J mil laur dari
garis pantai (Coastal Baseliuc) seti 'dp
pu lau .  )a i lu  ncr i r i ran  ) rng  mcngc l i . ing i
Kepu lauan lndones ia  bekas  rv i layah
Hind ia  Be landa (Ter r i to r ia lc  Zee en
M a r i t t me K r i nge n O tdo na nt ieTahu\ 1939 ).
Namun ketetapan batas tersebut, yang
merupakan warisan kolonial Belanda, tidak
sesuai lagi untuk mentcnuhi kepentingan
keselamatan daD keamanan Negaru I{epublik
Indonesia. Atas pertinlbangan tersebut,
maka lah i r lah  konsep Nusantara
(Archipelago) yang diruangkan dalam
DeklarasiJuanda p da tanggal 13 Desember
1957.
Status Indonesia sebagai negara
kepulauan tidak terlcpas dari per.juangan
bangsa lndonesia untuk meraih kemer-
dekaan dan memperjuangkan konssp
legara kepu]auan di forum intemasional.
Berdasarkan fakta sejarah dan cara pandang
bangsa lndonesia bahwa Negara Republik
Indonesia yang diproklamasikan pada
tanggal 7 Agustus 1945. secara geografis
adalah Negara KefUlaUan. Oieh sebab iru,
pada tanggal 13 Desenbcr 1957 Pemerintah
Republik Indonesia mengumumkan suatu
pemyataan (dcklarasi) mengenai Wilayah
Percirtn Indoncsrd yang bcrbunyi scbdgar
berikut | "Bahwa segalaperairan disekitar, di
antara dan yang menghubungkai pulau-
pu lau  lang tc rma.uk  Negara  Indones ia
dengan tidak memandang luas atau lebanrya
adalab bagian-bagian yang rvajar daripada
wilayah daratan Negara Itdonesia dan
dengan demikian bagian daripada perairan
pedalafian atau nasional yang berada di
bawal kedaulatan mutlak Ncgara Indonesia".
Jadi, adanya Deklarasi Juanda mcrupakan
unilaleral action.
Deklarasi Juanda walnya nrendapat
tenrangan dar i ncgara-negara besar sepenr
An'rerika Serikat dan AustraLia, dan dalam
perkembangannya Deklarasi ini dikenal
sebagai Wawasan Negara Kepulauan atau
Wawasan Nusantara (Zre Archipelagic State
Principles) kerletan pen'terintah kita yang
terus berjuang hingga diletapkan dalam
Konvcnsi FIukum LautPBB. Ltnled Nation
Convention on Law ofthc Sea (LINCLOS)
1482 .  Pada  la l run  l9q4  L  \CLOS in i
kemudian  d inya takan ber laku  sccara
internasional setelah diratifikasi oleh 60
negara .bangsa Indonesia untuk menjaga
keutuhan dan integritas teriloriai, walaupun
mcndapat pencntangan dari beberapa negara
saat itu (kurs iIpe nulis).
Uryatti Perlitulu lan Ptl|tt-Pulau Tcrtrcr Ddtant Kaitah tntasitas. (Et\\in) t l ' 5
Dek laras i  Juanda tangga l  13
Desember 1957 tersebut, mengandung
makna bahwa Negara Indonesia dalah
satu kesatuan yang meliputitanah (daratan)
dan air (lautan) secara tidak terpisahkan
sebagai "Negara Kepulauan". Negara
kepulauan tersebut, kemudian diberikan
landasan hukum dalam sistem ketat"-
negaraan Indonesia berdasarkan Undang-
UndangNonor4 Prp. Tahun 1960 Tentang
Perairan lndonesia. Deklarasi tersebut
mengakibaikan suatu perubahan mendasar
dalam sFultur kewilayahan Negara Republik
Indonesia karena laut tidak lagi dianggap
sebagai pemisah pulau-pulau. tetapi pemer-
satu yang menjadikan keseluruhannya
suatu kesatuan yang utuh.
Se jak  d iumumkannya Dek la ras i
tanggal 3 Desember 1957, Pemerintah
Indonesiatcrus memperjuangkan agar
konseps i  hukunr  Negara  Kepu lauan
diterima dan diakui nrasyarakat in emasional.
Per juangan te rsebut  akh i rnya  te lah
menghasilkan peDgakuan masyarakat
irtemasional secara unrversal lremesta, yaitu
dengan diterimanl a pengaturdn mengenai
asas dan rezim hukum Negara Kepulauan
lArchipcl,tgic Sr,u,'\dalam Bab [\ Konrensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang
Hukum Laut Tahun 1982. Konvensi tersebut
telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan
Undang-Undang Nomor l7 Tahun 1985
Tentang Pengesahan U iled Nations
Convention on the Lav of Ihe Sea
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Tentang Hukum Laut). Berarti status
Negara Kepulauan yang diperjuangkan
Indonesia mendapat pengakuan inter-
nasional, sctclah bcrjuang kurang lebih
s elafia 2 5 t^11s11 (k tu's if p e n u l i s ).
Negara  kepu lauan Indonesra
memiliki posisi geogratis yang sangat
strategis yang nelintang di antara dua
samudera besar, yaitu Samudera Hindia
dan Samudera Pasifik, dan di antara dua
benua, yaitu BenuaAsia dan BenuaAusialia.
Indonesia menliliki kckayaan alam yang
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beraneka ragam, baik di darat maupun
di laut. Indonesiasebagai Ncgara Kesatuan
yang merupakan negara  kepu lauan
yang berbatasan dengan banyak negara.
Secara perairan (reri lorial laut) Indonesia
berbatasan dengan sepu luh  negara
seperti India, Thailand, Malaysia, Singapura,
Vietnam, Filipina, Palau (berbatasan dcngan
utara Ambon), Australia, Tin'ror Leste,
dan PapuaNugini.
Berdasarkan Penturan Presiden
Nornor T8 Tabun 2005, Peraturan Presiden
ini ditandatangani oleh Presiden Republik
Indonesia Susilo Banrbang Yudhoyono
pada 29 Desember 2005. Sebanyak 92
pulau di wilayah Indonesia berbatasan
langsung dengan negara  te tangga d i
antaranya : Malaysia (22), Vietnam (2),
F i l ip ina  (11) ,  Pa lau  (7 ) ,  Aus t ra l ia  (2 ! .7 ,
Til11or Leste (10), India (13), SiDgapura (4)
dan  Papua  Nug iu i  ( l ) .  Kc -92  pu lau
tcr'cbr.r tcr'ebar di 2U Provrnsi lndone.id
yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (6),
Sunratera Utara (3), Kepulauar Riau dan fuau
(20), Sumatera Barat (2), Bengkulu (2),
Lampung (l), Banten (l), Jawa Barat ( ,,
Jawa Tengah (l), Jawa Timur (3), Nusa
TenggaraBarat (1), NusaTenggaraTimur(5),
KalimantanTimur (4), Sulawesi Tengah (3),
Sulawesi Utara (11), Maluku Utara ( ,,
Maluku (18), Papua (9).
Terdapatnya 92 pulau kccil terluar
d i  Indones ia  yang 59  d i  an taranya
ridak bcrpendudul. Pulau terluar di Indonesia
yang berjumlah 92 pulau tersebar di 20
Prov in -s i  dan 36  Kabupaten .  Dar i  92
jumlah pulau terluar, sedikitnya l2 puJau
terluar milik lndonesia sangat rentan diambil
alih oleh negara sing di perbatasan. Bila tidrk
segera diantisipasi, t idak mustahil, status
kepemilikan pulau tersebul akan lepas dan
Indoncsia.
Berikut ini adalah daftar 92 pulau
ter luar  Indones ia  berdasarkan da ta
Kcmcntcrian Kelautan dan Pcrikanan :
l. 4&!
2. A!s4-cl-e
B4sk]!
B!!!!g
Balark!su
Bltek
E?!q
Bawaikars
Batu Berhann
10.  Batu Gova.s
I L Batu Kecil
12. Baru \,Iandi
13.  Benr iqala
1,1.  Bcoondi
15.  Berhala
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Uryensi Perlintluryan Pulau Puldu Terludr Dalan Kditoi Integtit.ts... (E.,win) 187
24. E!.c
25 &r!
26 fa.ildo
28. !-!rl4!a
29. ht Kccil
30. l ! ! !
3 L Kakan'raD
t:!:lll ts. r34'31 ]e?
BI
1.4 2E? LU, L3l"  16 ' , ,19?
BI
0. 56' 22? lU, llf !a
4]I EI
3. s9'. 25? !U, l!:11
42t Cr
4" l8'38?4. r27'9 49?
CI
l '  r  l '  r0? tu. r03'21' 8?
CI
0.4.r '19? L!, 129.8 r0?
CI
4 .37 '36?  LU,  127 .9  531
!I
t:ltlt Ls, lr4.4r 26?
!I
Laut,^Eturu
Pasifik
P.sifik
Kabupatcn Malula Tenggam, Nlahkx Austmlia
Kabupaten Sorong, kian Ja)€ Barat lalau
Kabupalen Biak Numfor, Papua
Kabupater Nunukan, Kalipaniap l inur ]lalaysia
Kabupalen Kepulauan Talaud. Sulairesi
Selat Malaka Kabupalen Kanmun, Kepulaxan Riau
!a!l HrtnLhera. Matuk! ur*a
t""-* Kabupalen Kepulauan Talaud. Sulalesi
I d  r A r -  K . b . t " r J .  \ 1 .  - \ - T ( n . t s ) r . . \ l d l - L '
6.0 9? LS.  114"54 26?
-BT- Laur Ar! KabnpaleD Maluku TenSgda, Malukx .^ustnl'a
2 .  t 8  4 2 1 L L .  1 0 9 . 1 0  4 l
; i  " "  \ " , ,  ,  K" f  .  %,e \aru a K--  ,1 .  ' , ,  R . .
8 ' b  . 0  l ' .  l l  b . , 6 '  
. .  
K " l  % , .  \ r 1 "  . \ ' - 1 1 . 9 3  , B a  i
iW uot , t  u
Malaysia
&14!
filipin.
. -  
t ' 9  5 q : l ! ,  t O l ' 2 1 ' 2 0 "  ^ ,' 4  \  r ' i . r  | . ' c ,  |  .  -  . e l o r V r l J  r  K 3 L . ] 1 d r e  K a  .  n .  K p f  L ' t s 1 R . .
I , d , i . r t .  . , !  . r . \ o  K . b - r . r (  K ( D u a . "  s a n -  e)5  ( " \ - ld ,  L3 , l  \ -Lue,  _ -
a " ! 0  . b  l r  .  ' 2 < ' 2 '  K " b - r . r ( n K ( o u L r . d r ( i , - . 1 ( .
r6 K-wro
32. {3r4!c
3.1. KaraFrm
37.4!p?14
lE.4E!r
39. LgbE!
40. 
_
FilipiM
filipina
-  -  
;  
:  l r .  An K"b.or  en vdluk!  len88.r . ' .  \ la l - l
8 '  l2 ' ,19? ! ! ,  l l7 '41 24?
!I
5" 23 1,1? ! ! .  137'43 7?
BT
l '1 ,1 261!S,  l l8 '42 '  571 Sanludra
BI &ji-i!
Laut A.u Kabupaten Merauke, Patua
l-aur Atu kian Jaya Timu. Papua
a Kut .ut ' "  . , r  rd 
<0lL!  !q"  L _ d-  !u  ^rbufd.c, I td tur-  ter .gB.rd.v-- t  .
r 'r . l  26: ls, l l  l '  58 4'r '4 l  L r  
" L  
d . r  qJU
14. L91!
45. L'k'
Kabqrater Maluku Tenggdrd Barat.
-  N r b u ! , - . n  \ 4 r l u l .  L  d e " , a B , r .
r d - i , u r I -
Kabupalen Javapura, Papua La-B!4
Nlcrq
41. L,I?!
48 Makalehi
0 ' 5 9 ' 5 5 ?  L U .  t 2 0 "  l 2 ' SeLr \4al ' " ,ar  Kab-Darer  loLr  lo l i .S.L$. ' .  1(n&h ) ,1dL)(-
80 ] '  )0  1 S.  17{  !4 0 K.o .D"rcn \ .1-  kx .cnsc. . .  ad." r .
- --- 5e 
"' 
wcld
2'44 15? t!, 125" 9 28? Laul Sulawesi Kdbupaten Kepulauan Sangihe, lilipnra
188 PILANATA HUKUM Volume 6 Nanor 2 Juli 20ll
49. Manskai
50. I&!sd!
51. !@tgrc!:s
52. @!&
51. Mrranpn
54. @4!s
55. !4!9!9
56. @slg
58. llgsa
59. Mian€s
60. Mra!!!
61. \p3
62. \9!$!
g. !q4Ebd3l
65. Pa,]lehd
66. &bryglc
67. B4]4
68. Badp
69. B!s!
70. Sdclde
71. Sahut Besm
Tinpr
l€st€
TirDr
India
Filipina
Palau
Srngapura
Singapu'a
l '5 '32? LU. t05" 15'0?Litn-\i4!!a4 Kabuparen Natum- Kepulauan Riau Mala)sia
tO':O S:!5, t:0"S Sot S,rraru Kab+B4ten Swnba Trmur. NrBa Teneeara
u !udr4 L* 
- - Austrarrs
1..c5 4'" LU. I2!:4I r,,,,s,,r.*, Kablpelen Bolmp vonmndo$.
5l? BT uu rud$6' sulaw.sr u- rrlrprna
r" on' rL. ror" rr' ,u,."*
-"Gr: 
ni"o," Kab4?tsqIqtilE4btla- Jau€ Banr Austraha
,r"ro '*t ,r"', - - Kab!$ren KeDulauan lalau4 Sula*esr -... .
u:E- Ljur sura*esr u Hnp'm
2' L5 12? LU. I  l8 '38'
--=1,-*i- Laur SL,las€si K4blpelslBeralr Kllimanldn Tinrur Mala)Eia
O" *' ,O' ,L, ,r* ,r' - . kbuDalm KeDulauan Sanshe, Suld{€s' -... .
-o: 
ar- 
tzur surasesr 
utzr r'i'prna
8o lJ ,'a' LS. I2qodo' 
- 
Kabq.alen Vallu TengBa'a Bdral.
rz" er- @ l'tutrr,
s7 \4ed.m,atre 80"l e"$ l2!:lo s2? r,r, t,no- fll'u'* **u Tcnssara Bdr't
4" l '12?LS, l0l '  l '49? Sanrudra
gI Hindia
5'34' 2" lU. l2o" 14' ^ . Kabuparen Kepulauan lalaud. Sdawsr
so-r eT- Larl sLrra$esr u 
'
0" 20' 16? LS, 132' 9' 34? Samudrd
BI Pasifik
l '9 '  lJ:  LU. 103'39'  Selat
-  
- . ; : - : : : -  Kou Earm lcpuhuan tuaL,
! l4L
I '  12 291LU. 104" 4 Seld:-.= - 
:. Kola BaDrn Kepulaun Riau
!!_ E! 5'n8apM
7'.+7 51LS. l0t") J4: SamuJm
61. N6.,l'.'mbdsr.l
_ FlI Hrndra
rur,ff.Iry rr* * Krbupah \4nluL! Tenseaa Malulu
r'abupaten Benekulu Ular4 Bengkulu
Kabupaten Soron& lrian Jala B€rat
8'22'  l7 l  LS. l l l "  l0 '  Sanudn:"i"r: 
o"0," KabLpden Trenqlalek Jawa Trmu! A|]stmlia
, 'r '**ao,'o, a",u,' 
,^---- :. Kol] Baranl Kepulaun Rrau Singap@)!t 4! srngapm
fl2'll'LU.95"2l Samudrd K4bIaLen Aceh &Jar. Nangsroe Ac€h
16" BJ Hrndia D trussald
6" 4' 30: LU. 95" 6 45? Samudn Kota Saban& \anggroe Aceh DarLrsalatn lDdra
S' ro :a: t!. 05' 12 '" Strnudra hbunaren A.eh Bc.dr. Ndesoe Acen
B-I t-tnd' Lrur**u,n- 
'- Ind'a
l" 20' 16? Lu. 120P47LaurSulasesr K?buparenTollTol'.SulasesiTenph Malalsia
,' ,- , *a nt ,r' a-*" KnbunrRn {ceh Ltdrd. Nrgdr* tu"n tndi"
Hindia DanEsalam34? BT
L 'gcti.,; Perttrdu srh Pklau.tutoh Te,luar Dalaq Ka anInlcg a5.(E.din]' 189
z. Srtir
z. s&d!
74.&@
75. Skatt[lq
76. Sds!
71. &84
78. &!!!!
79 Ss!!r
80. Sq!3
81. SibaNbaru
82. SirrEuleu.eut
83. Sile8
84. SinvaLN€u
85. Soohialouisa
86. Subi Kecil
87. Tokoft: Bela\ar
, r ]@
89. Tokonq NaJras
$. Tokmetoro
el..!&E
92. ldusa
8" r0 l7? !5, 1312
3IC!
4" 3l'9?!!, 107" 43',
.IZ EI
r 46'51? LU. I t9'2',
-z;;- Laur Sula$Esi Kab$al.-n Belts!. Kalin€nun Tinu \4ala)su
4tSffit*t selat r akasar KabwatenN\rukar\ KrlirnntanTimu Ntlalsia
4'42' 25? tL. .l-0::l4' l?{-C}rE K/bmalgr Namna Keputauan Rau yreham2fl sr S€labn
4" 4'7' 4s? U .!881!l I3u cina
19? Bl Selabr
8' 24 24? LS. 1 "42',:nG- Samdrtr Hndia K3blparen Trcnggalelc aw? Tinur alsfalia
Kaboaten }Alukr Ten€sn BaraL
- . . :  
*  A r s t a l r a
Kabwalen NatL[)4 lcpulau"n Rrau UetrBm
kutTimr
l-aut Nanra Kabqraten Nalun4 K+ulauan Pjau l\4ala)€ia
It"talalsia
i!,talaFra
Irdia
L'rlia
Idia
India
lvlala)sia
N4iaFia
N4ala)tria
l\4alalsra
l\4alalsia
TinDr
tlsie
Irdia
1"2'52"LU. 104"49 -. ^ Kdbl.parelr K?ulakn Ridr! lcpulauan
-SO-? 
gf- s€lal srnsoLrm Rjau
t"js;ru;t*5 
ffi* Kabwaren|.a.'-a, KqurauanRiau
J" 1748?tS. 100" lq .. .. KabLpaFn Krpulaun l\4nlasar.
--- --l_:^_- sanudm HLndra ^ ^4t t't sunfiratJamr
* , ' 
' 
,a* E ,, Kabwdrer A.eh Lldrar. l\dnggroe Acen
5, Frr 
- samdn Hrndra D1n'$.r1r
o" 5' .tr, ,a. t'r,' ,ot -
,'r' rr"15.990.,..l"- , ,,. , Kabwu'en K+ulduan lvlcntalrar.
Bl sLffntaa l1{?!t
* ,r' ,.'tS t:qr. 
.,.*, H,,dir FU{=I!!tsL&!l. N'rsdEI lerEgar" t arir
l" r '  5lt  LU. 108'54'- 
.:rr-- 
"r- 
Lou N,tr* Ktbryrcn Natuna lcpr.i3tDn Rrau
*rrtj* r"*"^* Kabqraten Nah-yn, r,epulaua.l Riau
2. 18'0? LU. 105" J5'
-- - Laul Natuna
47 Rf
,' ,n ,t,,r, ,0" r"
o" -- 
L:r rutun
IO? BT
Kabupalen Natun4 IGpulaLran Riau
K-abwalen Natur4 Kepulauan Riau
ry 4"r]]ry t*ar,', hbupaten Mtun4 l(Tulauan Riau
7'56 501LS. t2o- 28'  _ _ Kabrpaten l'6luku Tsrggara Barat,
I\ttlul(u
**ta* Sanxrdra Hindia kbLpaten Nas, Swmtra Lftan
190 PRANATA HUKUM l/olune 6 Nonor 2 Juli 2011
Dar i  jumlah 92  pu lau  te rsebut ,
l2 diantaranya rawan beryotensi konflik.
Keduabelas pulau tersebut adalah (Anoninl,
2004):
a. Pulau Rondo
Pulau Rondo terletak di ujung barat
laut Propinsi Nanggroc Aceh Darus-
salam NAD). Disini terdapat Titik Dasar
(TD)  177.  Pu lau  in i  ada lah  pu lau
ter luar  d i  sebe lah  bara t  w i layah
lndonesia yang berbatasan dengan
perairanlndia.
b. Pulau Bcrhala
Pulau Berhala terletak di perairan
timur Sumatcra Utara yang berbatasan
langsung dengan Malaysia. Di tempat
ini terdapat Titik Dasar (TD) 184.
Pulau ini rrenjadi sangal pcntingkarena
menjadi pulau terluar Indonesia di
Selat Malaka, salah satu selat yang
sangat ramai karena merupakan jalur
pelayaran intemasional.
c. Pulau Nipah
Pulau Nipah adalah salah satu pulau
yang berbatasan langsung dengan
Singapura .  Secara  admin is t ra t i f
pulau irri masuk ke dalam wilayah
Kelurahan Pemping Kecamatan
Belakrng Padang Kola Brrrm Proprr)si
KcpL : lau rn  Rrau .  Pu lau  N ipah  in i
t iba- t iba  men jad i  te rkcna l  karena
beredarnyir isu mengenai lr iJangnya/
tenggelanrnyapulau irli atauhilangnya
titik dasar yang ada di pulau tersebut.
Hal ini memicu anggapan bahwa
luas wilayah Indonesir semakin semprt.
Pada kenyataannya,  Pu lau  N ipah
memang menga lami  abras i  ser ius
ak iba t  penambangan pas i r  lau t  d i
sekitamya. Pasir-pasirtersebut kemudian
dijual untuk reklamasi pantai Singapura.
Kondisi pulaLr yang berada di Selat
Ph i l ip  ser ta  berbatasan langsung
dengan Singapura disebelah utaranya
ini sangat mwan dal1 memprihatinkan.
Pada saat air pasang maka wilayah
Pulau N ipah hanya terdiri dari Suar Nipah
beberapa pohon bakau dan tanggul
yang menahan terjadinya brasi. Pulau
Nipah merupakan batas laut antara
Indonesia dan Singapura sejak 1973,
dimana terdapat Titik Referensi (TR
190) yang menjadi dasar pengukuran
dan penentuan redian l ine anrara
Indonesia dan Singapura. Hilangnya
t i t i k  re fe rens i  n i  d ikhawat i rkan
akan mcnggeser batas wilayah NKRI.
Pemer in tah  mela lu i  D ISHIDROS
TNI  te lah  menanam 1000 pohon
bakau, melakukan reklanasi dan telah
melakulan pemetaar ulang di pulau inr.
temrasuk pemindahan Suar Nipah (yang
dulunya tergenang air) ke lempat yang
lebih tinggi.
d. Pulau Sckanng
Pulau ini rrerupakan pu lau lerluar Propinsr
Kepu lauan Rrau d i  sebe lah  u ta ra
dan bgrhadapa[ langsung dengan Laut
Cina Selatan. Dipulau ini terdapat Titik
Dasar (TD) 030 yang menjadi Titik
Dasar dalam pengukuran dan penetapan
batas Indonesia dengan Metnam.
e. Pulau Marore
Pulau ini terletak di bagian utara
Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan
langsung dengan Mindanau Fil ipina.
D i  pu lau  in i  te rdapat  T i t i k  Dasar(rD) 0s5.
f Pulau Miangas
Pulau ini LcrlcLal di bagian ulara Propinsr
SuJawesi Utara, berbatasan langsung
dengan Pu lau  Mindanau F i l ip ina .
Di pulau ini terdapat Titik Dasar
(rD) 056.
g Pulau Fani
Pulau ini terletak barat laut kepala
burung Propinsi Irian Jaya Barat,
berbatasan langsung dengan negara
kepulauan Palau. Di pulau ini terdapat
TitikDasar(TD) 066.
h. Pulau Fanildo
Pulau ini terletak di Kepulauan Asia,
barat laut kepala burung Propinsi Irian
Jaya Barat, berbatasarl langsung dengan
Uryensi Pe |rhtnga Pulau-Pula Tetlr Dala Kaitan I egi!as... (EN,ir) l9l
J .
L
negara Kepulauan Palau. Di pulau iti
terdapat Titik Dasar (TD) 072.
Pulau Brass
Pulau ini terletak di Kepulauan Asia,
barat laut kepala burung Propinsi Irian
Jaya Bara t ,  berba tasan langsung
dengan egara Kepulauan Palau. Di pulau
initerdapat Titik Dasar (TD) 072A.
Pulau Batek
Pulau ini terletak di Selat Ombai, di
pantai utam Nusa Tenggara Timur dan
Oecussi Timor Leste. Di pulau ini belum
ada TitikDasar
Pulau Mammpit
Pulau initerletak di bagian utara Propinsi
Sulawesi Utara, berbatasan langsung
dengan Pulau Mindanau Filipina, dipulau
ini terdapat Titik Dasar (TD) 057.
Pulau Dana
Batam yang juga rawan terhadap
penyelundupan barang- barang ilegal,
narkotika,senjata,dan obat-obatanterlarang.
Sebanyak 92 pulau kecil terletak di perbatasan
dengan egara lain yang bera i bahwa pulau-
pulau kecil tersebut meniliki arti penting
sebaga i  garda  depan da lam menjaga
dan melindungi keutuhan NKRI.
2. FungsiEkonomi
Wilayah pulau-pulau kecil memiliki
peluang yang besar untuk dikembangkan
sebagai wilayah bisnis-bisnis potensial yang
berbasis pada sumbel dayaQesource based
/rd s//1,) seperti industri perikanan,
pariwisata, j asa tran sporlasi, ndustri olahan
dan industri-industri lainnya yang ramah
lingkungan. Di samping itu, pulau-pulau
kec i l  juga  dapat  d imanfaatkan dan
d ikembangkan sebaga i  pendukung
pertumbuian wilayah.
3. Fungsi Ekologi
Sccara  eko  og ' " .  c lo . :5 lem ne. i5 i r
dan lautpulau-pulau kcc lberfung'isebagai
pengatur iklim global, siklus hidrologi dan
bio-geokimia, penyerap limbah, sumber
plasrna nutfah, sumber energi altematii
dan sistem penunjang kehidupan lainnya.
Hal ini terkait erat dengar potensi/karak-
teristjk penting pulau-pulau kecil, yang
merupakan habitat dan ekosistem (terumbu
karang, 1an'rtur, mangrove) yang menyedia-
kan barang (ikan, mirryak, mineral ogam)
danjasa lingL-ungan (penahan ombak, wisata
bahari) bagi masyamkat. Dalam kaitan dengan
keutuhan wilayah Ncgara lndonesio,
pulau-pulau terluar (tcrdepan) nremegang
perdnan penting dalarn lcd.|Jlrt:,n l done.ia.
wiiayah kedaulatan eliputi daratan dan
lautan yang diambil darijarak 12 mil yang
ditarik dari pulau-pulau terlual (terdepan)
lndones ia .  Menuru t  Pasa l  47  Ayat  L
UNCLOS, Negara Kepulauan berhak
menar ik  gar is  pangka l  kepu lauan
(Archipelagic Baseline), sebagai dasar
pengukuran wilayah perairan- nya dari titik-
h au ini terletak dibagian selalan h-opinsl
Nusa Tenggara Timur, berbatasan
langsung dengan Pulau Karang Asbnore
Australia. Di pulau ini terdapat Titik
Dasar (TD) 12 L.
ArtiPentingPulau-PulauBagiKeutuhan
Wilayah Negara Republik Indonesia
Indonesia sebagai negara kepulauan
terbesar di dunia, tentu wilayahnya terdrrl
dar i  pu lau  pu lau  ba ik  pu lau-pu lau
utama maupun pulau kecii atau pulau torluar
Beran i pula.r-oula.r l ang ada dt lndone.ia
meniliki arti sebagai keutuhan wilayah
\eeara  Kesa tu rn  Rcpub l rk  In r lones ia .
Jika dilihat dad arti penting suatu pulau
yang ada di Indonesia, bisa dijabarkan
dari berbagai sudut pandang. Pada tulisan
ini akan dikemukakan tiga sudut pandang
ar  pen t rng  pu 'du  ua lduPLn d i ' adar i
bahwa masih banyak sudut pandang yang
larn.
1. Fungsi Pertahanan dan Keamanan
Dari sudut pertahanan dan keamanan,
pulau-pulau kecil terutama di perbatasan
mern i l i k i  a r t i  pen t ing  sebaga i  p in tu
gerbang keluar masuknya aliran orang
dan barangmisalnya di Sabang, Sebatikdan
titik terluar dari pulau-pulau terluarnya,
mencakup lebar (batas) LautTeritorial, Zone
Tambahan, Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE),
dan Landas Kontinen. Adapuu yang dimaksud
dengal garis pangkallurus kepulauan menurut
Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.61t1run
1996 adalah garis-garis lurus yang
menghubungkan tit <ritik rerluar pada garis air
rendah pulau-pulau dan karang-karang yang
terluar dari kepulauan I donesia.
Berkurangnya alau hilangnya pulau
terluar lndonesia akan mempengaruhi
luas  w i layah kedau la tan  Indones ia .
Indonesia mempunyai 92 daftar pulau
terlllar Da sekian banyak pulau terluar,
yang paling menarik adalah Pulau Miangas
yang berada d i  u jung u la ra  Indoncs ia
berbatasan dengan Filipina. Di pulau teniebut,
penduduknya n lenggunakan bahasa
Tagalog dan menggunakan ata uang
Peso, mengingat 
. jarak Miangas dengan
Filipina lebih dekat (hanya sekitar 46 mil)
dibandingkan jarak Miangas ke Kepulauan
Talaud, Sulawesi Utara (diatas 100 mi,,.
Kondisi seperti ni bisa menjadi ancaman
untuk kedaulatan Indonesia bila tidak
dilakukan penanganan yang tepat
oleh pemedntah, diantaranyapembangunan
wilayah terluar lndonesia dan perbaik-
an sarrna prasarana untuk meningkat-
kan kcsejahteraan masyarakat wilayah
terluar Indonesia serta yang tak kalah
pentingnya menanamkan rasa nasionalisme
yang mendalam tcnrtanrir kepada gencrasi
mudanya.
Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya
Perlindungan Pulau-Pulau Terluar
lndonesia sebagai Negam Kepulauan
hams bisa menjaga keutuhan wilayahnya
yang terdiri dari ribuan pu1au. Pulau-pulau
terluar biasanya adalah daerah terpencil,
miskin bahkan tidak berpenduduk dar
jauh dari perhatian pemerintah. Keberadaan
puiau-pulau ini secara geografis angat
s t ra teg is ,  karena bcrdasarkan pu lau
inihh bata negala dilentulcn. Pulau-pulau ini
seharusnya mendapatkan perhatian dan
pengawasan serius agar tidak menimbulkan
permasalahan yang dapat mengganggu
keutuhan wilayah Indonesia, khususnya
pulau yang terletak di wilayah perbatasan
dengan negara-negara  yang t idak /
belum memif iki perjanjian (agreement)
dengan Indonesia. Ada beberapa kondrsr
yang membahayakan keutuhan wilayah
jika terjadi pada pulau-pulau terluar,
diantaranya (Jounil Kahar, Pikiran Rakyat 3
Januari2004).
a. Hilangnya pulau secara fisik akibat
abras  i ,  tengge ian ,  a tau  karena
kesengajaan manusia.
b. Hilangnya pulau secara kepemilikan,
akibat perubahan status kepemilikan
akibat penrakiaan milirer a(au sebagai
sebuah ketaatan pada keputusan hukum
seper t i  yang te r jad i  pada kasus
berp indahnya s ta tus  kepcm i l i kan
Sipadan dan Ligitan dari lndonesia ke
Malaysia.
c .  Hr lang secr ra  sos ia l  da  ekonomi .
akibat prakrek ekonomi dan sosialdari
masyarakat dipulau tersebut. Misalnya
pu lau  yang secara  tu run  temurun
didiami oleh masyarakat dari nega.a lain.
Hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan
masih membekas dalam ingatan bahwa
betapa pentingnya memelihara pulau-
pu lau  le r luar  ba ik  )  ang berpenghun i
maupun tidak, karena begitu luasnya wilayah
Indonesia. Untuk itu dibutuhkan perhatian
yang serius dari pemerintah. Wilayah lautan
Indonesia yang sangat luas nlemerlukan
pengawasan secara kontinyu. sehingga
semua perubahan yang terjadi dapat
diketahui dengan pasti. Pengelolaan pulau
dan karang terluar bukan hanya bertujuan
untuk menunjukkan integritas Negara
Kesatuan Republik Indonesia saja, akan
tetapi juga mempunyai prospek di bidarg
ekonomi, sosial, parirvisata dan budaya.
Pulau-pulau terluar itu memiliki
permasa lahan te rsend i r i ,  yang umum
nya menyangkut tapal batas, peftahanan-
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keamanan, dan potensi ekonomi. Sebagai
contoh adalah Pulau Batek yang berbatasan
dengan Negara Timor Leste. Pulau itu
terletak di perbatasan antara Kupang NTT
dengan Timor Leste. Pulau yang luas nya
25 Ha itu menril iki panjang aris pantai
1680 m dengan kedalaman 72 m. Akses
ke Pulau Batek cukup mudah karena perairan
di sebelah utara pulau itu adalah Alur
Kepulauan Indonesia III (ALKI III) yang
merupakan jalur st.ategis untuk pelayaran
inremasional. Pulau Balek dapat dicanai
dari daratan Timor dengan menggunakan
perahu, kecuali pada musim barat karcna
gelombang laut yang besar
Jarak  pu lau  Batek  dar i  pantar
OekussiTimor Leste sekitar 100 m, sedang
jarak paDtai Kupang-Pulau Batek sekitar
1.150 meter. Potensi perikanan Pulau Batek
cukup besar dan nremiliki pasir putih yang
sanga l  po tcns ia l  d ikembangLan scbdga i
daerah wisata. Pennasalahan Pulau Batek,
belum ditetapkannya titik dasar baru di pulau-
pulau sebelah utara Timor Leste karena 5
titik dasar lama sudah tidak berlaku, batas
Oekusi perlu diperje)as, dan perlunya
ditentukan batas wilayah secara Trilateral
(lndonesia-Austral ia-Timor Leste).
Supaya pengembangan dan
penge lo laan pu lau-pu lau  te r luar  i tu
lerpadu, maka Pemerjntah telah mengeluar-
kan+eraturan Presiden No 78 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
Terluar. Dalam ketentuan Perahuan Presiden
Nomor 78 Tahun 2005 djtegaskan, bahwa I
"Pengelolaan pu)au-pulau kecil terluar adalah
rangkaian kegiatan yang dilakukan secara
terpadu un tuk  memanfaatkan dan
mengembangkan potensi sumber daya
pulau-pulau kecil terluar dari wilayah Negara
Republik lndonesia untuk menjaga keutuhan
NegaraKesatuan RepublikIndonesia".
Adapun yang dimakud dengan pulau
kecil terluar adalah : "Pulau dengan luas
area kurang atau sama dengan 2000 km1
(dua ribu kilometer persegi) yang memiliki
titik-titik dasar koordinat geografis yang
menghubungkan gar is  pangka l  lau t
kepulauan sesuai dengan hukum inter-
nasionaldan nasional
Dalam Peraturan Presiden Nomor 78
Tahun 2005 dinyatakan bahwa rpengelolaan
pulau-pulau kecil terluar dilakrLkan dengan
tujuan
a. Menjaga keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republiklndonesia, keamanan
nas iona l ,  per tahanan egara  dan
bangsa serta menciptakan stabil itas
kawasan.
b. Memanfaatkan sumber daya alam
da lam rangka pembangunan yang
berkelanjutan.
c. Memberdayakan masyarakat dalam
rangka peningkatan kescjahtcraan.
Dalam Peraturan Presiden Nonror 78
Ta l run  2005 d i tegaskan juga bahwa
pengclolaan pulau-pulau kccil tcrluar di
lakukan secara terpadu antara Penrerintah
dan Perner in tah  Dacrah.  Pengc lo laan
nleliputi bidang-bidang :
a. sumber daya alam dan lingkungan hidup
b. inlrastruLlur dan perhubungan
c. pembinaan rvilayah
d. pertahanan dan keamanan
e. ekonomi, sosial, dan budaya
Berkenaan pengelolaan pulau'pulau
terluar. Pendekatan pembangunan dalam
hal nrenjagr kcuruhan  i layah Indoncsra.
juga perlu pengamanan dan peningkatan
kehadiran Pemerintah RI sebagai bentuk
pengejawantahan kedaulatannya terhadap
pulau-pulau terluar di perbatasan antar
negrra guna meuuludkan it ikad sebagai
pemiJ ik  kedau la tan  yang sah dan
untuk meningkatkan pembangunan sosial
ekonomi penduduk di daerah perbatasan.
Ha l  in i  d r lakukan agar  Jantan  sampr i
terjadi dalam hal okupasi (pendudukan
efekti iJ kedaulatan Indonesia menjadi
lemah, seperti yang terjadi lepasnya Pulau
Sipadan dan Ligitan, karena lemahnyaposisi
Indoncsia dalam hal okupasi.
Okupas i  merupakan penegakan
kedaulatan atas wilayah yangtidak berada
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di bawah penguasaan negara manapun,
ba ik  w i layah yang baru  d i temukar r ,
ataupun yang ditinggalkan oleh negara
yang semula menguasainya. Secara klasik,
pokok pem'rasalahan dari okupasi adalah
terru null iut. dan uilayah ya g drdiami
o leh  suku-suku bangsa a tau  rakyat -
rakyat yang memiliki organisasi osial dan
politik tidak termasuk dalam terra nullius.
Apabilawilayah daratan didiami oleh suku-
suku bangsa yang terorganisir, maka
kedaulatan teritorial harus diperoleh dengan
membuat perj anj ian-pe{ anj ian lokaldengan
penguasa setempat.
Dalam hal menjaga keutuhan dan
keamanan pulau-pulau, beberapa peraturan
perundang-undangan sebelumnya juga
telah dikeluarkan pemerintah. Pada tanggal 28
Jurli 2002, Pemerintah n,)engeluarkan
3 ( t iga)  Pera lu ran  Pemer in lah  )a i tu  :
Peraturan Pemerintah Nomor 3 6 Tahun 2002
Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan
Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan
Hak Lintas Danai. Ada juga Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 Tentang
Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat
Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Alur
Laut Kepulauan (PP ALKI). Berikutnya
Peraturan Pemerintah Nomor 3 8 Tahun 2002
Tentang Daftar Koordinat Ceografis Titik-
Titik Garis Pangkal Kepulauan I donesia.
Ketiga Pemturan Pemerintalt tersebut
rnenrber i  dasar  dan lewenrngan bag i
aparat guna menegakkan hukum dalam
rangka perwujudan kedaulatan nyata
di laut. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2002 berfungsi menegaskan keutuhan
wilayah NKRI sesuai dengan konsepst
Wawasan Nusantara. Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2002 sekaligus mengrsr
kekosongan hukum, karena UU Nomor 6
Tahun l99b Tenlang Perarran lndonesia
yang menggantikan tru/Plp Nomor 4 Tahun
I 960 tidak melampirkan daftar titik koordinat
garis pangkal. Diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Non]or 38 Tahun 2002 tersebut
juga memberikan dasar hukum yang kuat
bag i  upaya penegakan hukum bag i
pe langgaran kewi layahan d i  NKRI .
Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2002 diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3TTahun 2008 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Tirik Garis Pangkal
Kepulauan I donesia.
Untuk itulah secara prinsip bahwa
kebijakan perlindungan dan pengelolaan
pulau-pulau terluar haruslah dengan
slralegi yang lepat dan efeklif. Strategi
pembangunan pulau-pulau terluar yang
berbatasan dengan egara-negara tetangga
harus lah  membuka beberapa s impu l
dkses  w i layah perba lasan lau t  sebaga i
pintu gerbang internasional, serta
menyatupadukan program e  konom i .
l ingkungan, dan hankam di pulau-pLrlau
perbatasan.  In t inya  bahwa keb i jakan
perlindungan dan pengelolaan pulau-pulau
terluar bersifat "empdrerment" atai)
pemberdayaan masyarakat dan lingkungtu!
dengan tiga pendekatan yakni security,
prosperity, dan efirironment. Dengan
demikian diharapkan Indonesia dapat
menjaga keutuhan dan integritas teritorial-
nya secara maksimal dan berkelanjutan
untuk dimasa yang akan datang.
III. PENUTUP
Indonesia sebagai negara kepulauan
yang berwawasan nusantarar maka
lndonesia harus menjaga keutuhan wilayah
nya.  Dar i  17 .506 pu lau  yang d imi l i k i
Indonesia, terdapat pulau-pulau terluaryang
menjadi batas langsung Indonesia dengan
negara tetallgga. Terdapat 92 pulau terluar
dan ada l2 pulau yang harus mendapatkan
perhatian se.ius, karena berpotensi konflik /
rawan. Keberadaan pulau-pulau tersebut
secara geografis angatlah strategis, karena
berdasarkan pulau inilah batas negara
ditentukan. Berdasarkan haldi aras, kondrsi
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menjadi urggnsi (mendesak) pengelolaan
pulau terluar secara terpadu, bukan
hanya bertujuan untuk menunjukkan
integritas Negara Kesatuan Republik
Indone.ia:aja. kan rerdpij rga nrempunyai
prospek di bidang ekonomi, sosial, pariwisata
danbudaya.
Pomerintah arus bisa metancang
dan menjalankan program yang tepat
dan efektif dalam pengelolaan pulau-
pulau terluar. Kebijakan perlindungan
dan pengelolaan pulau-pulau terluar hams
befifat"etupowenne I' ataupemberdayaan
masyarakat dan lingkungan, dengan
tiga pendekatan yakni security, prospeli4t,
danenrironmefit.
Undang-Undang Nomor  6  Tahun Iq9b
Tentang Perai|an lndonesia
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecrr
Terluar
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